BAB IV

Analisis Konsep Kepemilikan Harta Bersama dalam Pandangan
Hukum Islam Serta Analisis Alternatif Lain Yang
Menggantikannya

A. Analisis Konsep kepemilikan Harta Bersama dalam Pandangan

Hukum Islam

1. Status Kepemilikan Harta Pasca Perkawinan

Pada dasarnya sebuah harta itu adalah milik orang yang memperolehnya
melalui usahanya sendiri, orang lain yang tidak terlibat dalam usaha tersebut tidak
berhak atas apa yang telah diperolehnya. Orang memilikinya tersebut mempunyai
hak penuh dengan apa yang telah dia hasilkan. sebagaimana yang telah Allah

jelaskan di dalam firmannya di surah An-nisa ayat 32:
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Artinya: Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah
dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada
bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari
apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya.
Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Ayat ini menjelaskan bahwa masing-masing dari Laki-Laki maupun

perempuan berhak atas apa yang telah mereka peroleh. Ayat tersebut melarang
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unutk bersikap iri dan berangan-angan terhadap apa yang telah diperoleh orang lain.
Tetapi hendaknya mereka mensyukuri apa yang telah dianugrahkan oleh Allah
kepada mereka masing-masing. Ayat ini juga sebagai dasar dalil dari pada konsep
kepemilikan dalam Islam.

Kepemilikan menurut fikih adalah wewenang terhadap sesuatu yang
mencegah orang lain dari berbuat sesuatu padanya, dan memungkinkan pemiliknya
untuk membelanjakannya kecuali jika ada larangan syar’i yang melarangnya. Hak
tersebut tidak akan berpindah kepada orang lain kecuali dengan izin syar’i yang
membolehkannya seperti perwakilan, pemberian wewenang, wasiat, atau yang
lainnya®.

Oleh karena itu kepemilikan tidak akan berpindah kepada orang lain kecuali
dengan sebab-sebab yang diridhoi oleh syari’at seperti akad dan seumpanya, tanpa
adanya ridho atau izin dari syari’at maka perpindahan tersebut dianggap bathil dan
tidak sah.

Dalam perkara harta bersama yang diatur oleh Undang-Undang perkawinan
no 1 tahun 1974 pasal 35 yang juga dikuatkan oleh Kompilasi Hukum Islam pasal
85 kepemilikan sebuah harta yang dihasilkan selama perkawinan menjadi milik
bersama suami dan isteri yang kemudian nantinya akan berpindah dari suami
kepada istri atau sebaliknya, perpindahan tersebut akan nampak terlihat ketika
terjadi perpisahan baik karena perceraian ataupun karena kematian.

Terjadinya perpindahan harta ini menurut peneliti perlu dianalisis dengan

beberapa teori atau metode dalam Hukum Islam yang relevan dengan substansi

L az-zuhaili, juz 4, hal 57.
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Harta Bersama tersebut, jika perpindahan harta tersebut melalui cara-cara yang
diridhoi oleh syari’at, maka hal tersebut dapat dibenarkan, namun jika ternyata cara-
cara tersebut tidak sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan dalam hukum
syari’at, maka hal tersebut dianggap bathil dan semampunya harus dijauhi.
Berikut adalah metode yang dipakai untuk menganalisis status perpindahan

harta tersebut menurut metode-metode dalam Hukum Islam:

a. Perpindahan dengan menggunakan metode Qiyas terhadap konsep
Syirkah Al-abdan

Dari beberapa macam konsep Syirkah, dan dengan menimbang keadaan
suami isteri dalam rumah tangga, maka yang paling mirip dengan konsep Harta
Bersama adalah Syirkatul a'mal / abdan. Syirkatul a'mal / abdan yaitu berserikatnya
2 orang untuk menerima sebuah pekerjaan berupa jasa seperti menjahit, tukang besi
dan lain-lain, dan pekerjaannya mereka kerjakan bersama. Tidak ada bedanya
apakah pekerjaan mereka satu profesi atau berbeda profesi.

Madzhab Hanafi, Hambali, dan Maliki membolehkan syirkah ini, akan
tetapi madzhab Maliki mensyaratkan harus adanya kesamaan profesi, kecuali jika
profesinya masih berhubungan maka boleh berbeda seperti tukang bordir dan
tukang jahit. Sedangkan madzhab Syafi'i tidak membolehkan syirkah ini karena
menurutnya syirkah hanya boleh pada harta, dan tidak boleh pada suatu pekerjaan,

karena pekerjaan tidak bisa terukur kesamaannya dengan tepat?.

L az-zuhaili, juz 4, hal 803.
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Adapun syarat syirkah secara umum adalah, adanya akad diantara dua orang
yang beserikat dan adanya kesepakatan tentang pembagian untung secara
presentasi?.

Untuk menimbang apakah harta bersama bisa dihukumkan sebagai harta
syirkah maka yang pertama kita harus melihat peranan masing-masing dari suami
istri dalam rumah tangga:

1) Istri sebagai ibu rumah tangga dan suami yang mencari nafkah

2) Suami pengangguran dan istri yang bekerja

3) Suami dan istri sama-sama bekerja tetapi pada usaha yang berbeda
4) Suami dan istri sama-sama bekerja pada satu usaha

Setelah dilihat secara sekilas dari konsep syirkah dengan membandingkan
kepada peranan masing-masing dari suami dan istri dalam rumah tangga bisa
disimpulkan bahwa kategori yang pertama dan kedua tidak bisa diaplikasikan
dalam konsep syirkah ini karena tidak sesuai dengan konsep syirkah yang telah
dipaparkan, karena hanya salah satu dari suami atau isteri saja yang bekerja,
sedangkan pada konsep syirkah yang dipaparkan para fugaha kedua orang
berkongsi atau berserikat sama-sama bekerja untuk menghasilkan sebuah
keuntungan dalam usahanya.

Adapun kategori yang ketiga dan keempat bisa saja diaplikasikan dalam
konsep Syirkah Al-abdén atau al- a'mal, karena keduanya sama-sama bekerja dan
masing-masing dari mereka berpotensi untuk saling berkontribusi nyata dalam

pengembangan harta kekayaan mereka.

L az-zuhaili, juz 4, hal 805.
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Namun, dalam kenyataannya Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia tidak membedakan siapa yang bekerja untuk
menghasilkan uang, selama harta tersebut dihasilkan dalam ikatan pernikahan,
maka harta tersebut secara otomatis menjadi harta bersama dengan alasan bahwa
meskipun isteri hanya sebagai ibu rumah tangga, dia tetap dianggap bekerja, karena
isteri juga bekerja membantu suami dalam rumah tangga yang secara tidak langsung
suami juga ikut terbantu dalam mencari nafkah di luar rumah, karena suami tidak
perlu repot- repot lagi mengurusi pekerjaan rumah, sehingga harta bersama
dianalogikan (Qiyas) terhadap Syirkah Al-abdan dengan kesamaan yaitu suami dan
isteri sama-sama bekerja’.

Namun, dalam hal ini peneliti menemukan adanya perbedaan antara konsep
Syirkah Al-abdan dengan konsep harta bersama yang diatur oleh Undang-undang
yaitu dalam konsep Syirkah Al-abdan, pekerjaan yang dikongsikan adalah
pekerjaan yang sama-sama menghasilkan keuntungan sebagaimana tujuan utama
dari diberlakukannya sebuah Syirkah, yang mana keuntungan tersebut akan dibagi
antara kedua orang yang berserikat tadi di kemudian hari.

Sedangkan dalam konsep harta bersama, pekerjaan yang dilakukan oleh
isteri yang hanya sebagai ibu rumah tangga adalah pekerjaan yang nonprofit atau
tidak menghasilkan keuntungan secara langsung. Oleh karena itu metode Qiyas
tidak bisa diterapkan dalam masalah ini karena mempunyai titik perbedaan. Syekh

Az-Zarkasyi mengatakan di dalam kitabnya Al-Bahrul Muhith Fii Ushul Al-Figh :

Alasaall O15kh Al (300 cillal e V) (e all)

! Sugiswati, “Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata Dan Hukum Adat,” hal 205.
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Artinya:

Yang ketujuh diantara sanggahan-sanggahan (dalam perkara Qiyas) yaitu
Al-Farq dan dinamakan pula Su’al Al-Mu’aradhoh dan Su’al Al-Muzahamah.
Yaitu menyingkap suatu sifat yang ada pada Al-Ashl yang bisa dijadikan ‘/llat
tersendiri atau hanya sebagian dari ‘I/lat bagi suatu hukum, yang mana sifat
tersebut tidak ditemukan di Al-Far’'u, sama saja apakah sifat itu Munasib atau
Syabah, yaitu dengan cara seorang mujtahid menghimpun (mengQiyaskan) antara
Al-Ashl dan Al-Far'u dengan suatu perkara yang sama antara keduanya, maka
seorang penyanggah tadi membeberkan suatu sifat yang menjadikan Al-Ashl dan
Al-Far’u berbeda dan tidak bisa disatukan?.

Selain itu, jika hukum yang diQiyaskan tersebut tidak berlaku kepada
keadaan lain yang serupa dengan apa yang diQiyaskan tersebut, itu menandakan
bahwa Qiyas tersebut mempunyai kecacatan dan tidak dapat diberlakukan, karena
diantara tanda-tanda sahnya Qiyas itu adalah berlakunya hukum yang diQiyaskan
tersebut kepada seluruh keadaan yang serupa dengannya . Di dalam sebuah kitab
Ghayatu Al-Wushdl Syarhu Lubbi Al-Ushdl Syekh Zakariyya Al-Anshari
menjelaskan :

o yd a8l asle D) aladll IS o) (Aasiiaad) Aall e aSal) Al Lot
il aSall dle S o LY ASall (s ) sea prany 8 g Ol ¢ ()
Artinya : Diantara yang dapat mencederai suatu Qiyas yaitu menyalahinya

suatu hukum dari ‘7llat yang telah diistinbathkan, jika menyalahinya tersebut bukan
karena adanya suatu larangan atau hilangnya suatu syarat -menurut pendapat yang

1 Az-Zarkasy, Al-Bahr Al-Muhith Fi Ushul Al-Figh, 8:juz 7, hal 379.
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paling sohih- Sekiranya ditemukan pada beberapa masalah yang serupa namun
hukumnya tidak sama, karena sesungguhnya, jika itu adalah memang benar ‘Illat-
nya niscaya hukumnya pastilah sama.

Dari paparan diatas bisa kita analisis bahwa permasalahan harta bersama
tidak bisa diQiyaskan kepada syirkah dengan ‘Illat suami dan isteri sama-sama
bekerja, baik suami yang bekerja diluar rumah mencari nafkah dan isteri yang di
rumah bekerja mengurusi pekerjaan rumah tangga, karena ‘Illat tersebut juga
terdapat pada zaman Rasulullah di dalam rumah tangga putri beliau Fatimah dengan
Sayyidina Ali yang mana Sayyidina Ali bekerja mencari nafkah di luar rumah,
sedangkan isterinya Sayyidatuna Fatimah bekerja mengurusi keperluan rumah
tangga, namun tidak pernah sama sekali disinggung mengenai perkara harta yang
dimiliki bersama-sama. Simaklah riwayat hadist berikut:

Was o Ll ) e aSall a1 JB dnd e ¢ m Was (dause Wias
il e al) oS alug adde A e ol el a3l Lagale dakald (o ¢ e
Lald (dzilad el 0 jS3 cadaliat ald (58 ) ool 43l Lgadys ca )l el &
sley 1JE o Ll (lmaliae L3A] 085 Lelad J8 diile 43, ola
Viy U il o el oy Can g ia dginy i 2288 olad (Sl
S LS8 ) Ll gl - LeSaalizae Lada] 1)) flalle Lae pd e LI
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Artinya: Telah Meriwayatkan kepada kami Musaddad, telah Meriwayatkan
kepada kami Yahya dari Syu’bah, dia berkata: telah meriwayatkan kepadaku oleh
Hakam dari Ibn Abi Laila, telah Meriwayatkan kepada kami oleh Sayyidina Ali
bahwasanya Fatimah datang kepada Nabi SAW untuk mengadukan perihal
tangannya yang sakit karena penggiling gandum, dan Fatimah mendapati kabar

1 al-bukhori, sohih al-bukhori, juz 7, hal 65.
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bahwa Nabi telah memperoleh seorang budak, namun beliau tidak sempat
berpapasan dengan Nabi SAW, lalu beliau menceritakan perihal tersebut kepada
Aisyah, manakala Nabi datang Aisyah menceritakan apa yang diadukan oleh
putrinya tersebut. Berkata Sayyidina Ali : maka Nabi SAW mendatangi kami di
saat kami sudah berada di tempat tidur kami, maka kami bangun, seketika itu Nabi
SAW langsung menyuruh kami untuk tetap berada di tempat kami, kemudian beliau
duduk diantara aku dan Aisyah sampai ujung baju beliau menyentuh perutku,
kemudian beliau bersabda : maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik
dari pada yang kalian minta? Apabila kalian hendak tidur maka bertasbihlah 33 kali
dan bertahmidlah 33 kali dan bertakbirlah 33 kali, maka itu lebih baik bagi kalian
dari pada seorang pembantu.

Hadist di atas menunjukkan bahwa isteri yang bekerja mengurus rumah
tangga tidak hanya terjadi di Indonesia, bahkan di zaman Rasulullah pun isteri juga
bertugas mengurus keperluan rumah tangga. Jika Harta Bersama bisa diQiyaskan
kepada syirkah dengan ‘Illat bahwa suami dan isteri sama-sama bekerja, lantas
mengapa lingkungan yang sangat dekat dengan syari’at yaitu keluarga nabi tidak
menyinggung sama sekali tentang harta bersama? Ini menandakan bahwa Qiyas
tersebut patut dipertanyakan keabsahannya.

Selain itu, tidak lupa harus memperhatikan pula syarat yang ada pada
syirkah tersebut, apakah ada akad syirkah dan kesepakatan mengenai pembagian
keuntungan disana atau tidak ada? Jika ada maka boleh dikategorikan sebagai

syirkah, dan jika tidak ada apakah akad nikah bisa menjadi pengganti dari akad

syirkah yang ada? Didalam qowa'idul fighiyah disebutkan :

\AM\AAJ J}A‘Y\

Artinya: Segala perkara itu sesuai dengan tujuannya masing-masing ,

Di dalam kaidah yang lain

dadal) 2 8 JaY)
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Artinya: Pada dasarnya sebuah perkataan itu sesuai dengan makna hakikatnya.

Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa akad pernikahan tidak bisa menjadi
alternatif dari akad syirkah karena masing-masing dari akad tersebut mempunyai
hakikat dan tujuannya masing-masing. tujuan dilangsungkannya akad nikah adalah
untuk menghalalkan dua orang yang bukan muhrim menjadi halal, kemudian
terkandung didalamnya ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-
masing pasangan seperti nafkah, taat kepada suami dan lain-lain. Sedangkan
Syirkah adalah akad mu’amalah yang bertujuan untuk mengembangkan harta
dengan melakukan kerja sama dengan orang yang menurutnya kompeten.

Jika demikian, maka tidak bisa kita hukumkan bahwa akad syirkah
terlaksana dengan sendirinya mengikut dengan akad nikah karena masing-masing
dari akad tersebut mempunyai tujuan yang berbeda, sedangkan permasalahan harta
bersama tidak memandang apakah ada akad tersendiri maupun tidak.

Akad Syirkah haruslah menggunakan akad tersendiri, dan tidak bisa
mengikut kepada akad nikah, mengenai akad yang dimaksudkan dalam akad
syirkah, ada beberapa perbedaan pendapat para fugaha mengenai bentuk akad yang
dikehendaki di dalamnya:

1) Akad haruslah dengan sebuah ucapan atau perkataan, dan tidak sah dengan
sebuah isyarat perbuatan kecuali jika dia tidak mampu dengan ucapan.
Karena sebuah isyarat pada asal penggunaannya tidak menunjukkan atas
keridhaan dan keterikatan seseorang terhadap sesuatu yang memberikan
dampak di masa mendatang. Maka akad haruslah dengan ucapan yang bisa

menggambarkan apa yang ada di dalam hatinya serta sesuai dengan apa
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yang diinginkannya. Ini adalah pendapat madzhab syafi'i, namun sebagian
ulama madzhab ini berpendapat bahwa boleh jual beli dengan cara
Mu’dathoh pada benda-benda yang dinilai tidak terlalu berharga atau bernilai
tinggi. Mu 'athoh adalah jual beli dengan isyarat yaitu pembeli menyerahkan
uang kepada penjual, dan penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli
tanpa adanya ucapan di antara keduanya.

Pada dasarnya akad haruslah dengan ucapan, namun sebuah perbuatan juga
bisa menggantikan ucapan dengan syarat ada sesuatu yang menandakan
bahwa perbuatan tersebut bisa dipahami sebagai bentuk persetujuannya dan
keridhaannya terhadap akad tersebut. Seperti seseorang yang menyerahkan
bajunya kepada seorang penjahit agar supaya dijahit. Dan pada
kebiasaannya seorang penjahit meminta upah atas jasanya tersebut. Maka
dari perbuatannya tersebut bisa dianggap bahwa dia setuju dengan menyewa
jasa penjahit tersebut. Dengan dalil bahwa orang-orang dari masa
Rasulullah sampai masa sekarang bertransaksi dengan cara tersebut. Ini
adalah pendapat madzhab Hanafi.

Akad bisa terlaksana baik dengan perkataan ataupun dengan perbuatan
selama maksudnya bisa dipahami. Maka setiap perbuatan atau perkataan
yang dianggap orang sebagai jual-beli maka itu adalah jual beli. Jika
kebiasaan orang berbeda-beda setiap daerahnya, maka masing-masing
daerah memakai adat kebiasaan yang berlaku di daerahnya masing-masing.

Mereka masing-masing berhak menggunakan istilah apapun selama
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masing-masing dari mereka memahami maksudnya. Ini adalah pendapat

madzhab Malik dan Ahmad.

Dari perbedaan pendapat mengenai akad di atas, bisa kita simpulkan bahwa
akad tidak harus dengan sebuah ucapan, akan tetapi isyarat ataupun perbuatan bisa
dijadikan sebagai akad selama isyarat atau ucapan itu menurut ‘urf bisa dipahami
sebagai bentuk persetujuan di antara keduanya. Dalam hal ini penulis berpendapat
bahwa jika suami dan isteri bekerja pada suatu pekerjaan yang sama dan pada usaha
bersama, bisa saja perilaku tersebut dikategorikan sebagai perkongsian atau bentuk
kerja sama antara keduanya dalam sebuah usaha, dan akadnya sudah terkandung
dalam perilaku tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang telah diijtihadkan oleh
Syekh Muhammad Arsyad Al-banjary dalam permasalahan harta perpantangan,
yang mana ijtihad beliau tersebut terlahir setelah beliau melihat realita pada
masyarakat Banjar yang mana pasangan suami isteri saling bahu-membahu dalam
dalam pekerjaannya mencari nafkah seperti menjala ikan di pinggir sungai, bertani
dan sebagainya.

Kesimpulannya adalah Harta bersama tidak bisa diQiyaskan dengan konsep
Syirkah Al-abdén pada keadaan tertentu, dengan rincian sebagai berikut:

1) Pada keadaan suami atau isteri saja yang bekerja dan yang lainnya tidak
bekerja tidak bisa diQiyaskan karena syarat utama pada ‘7/lat yaitu
kesamaan antara al-ashlu dan al-Far’u tidak terpenuhi, juga hukum yang
diQiyaskan tersebut tidak berlaku ke semua kondisi yang sama, dan hal itu

menandakan bahwa Qiyas tersebut mempunyai kecacatan.

! Muhammad Abu Zahrah, Al-Milkiyyah wa Nazhariyyat Al-’4qd fi Asy-Syariah Al-Islamiyah, hal
202.
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Pada keadaan suami isteri sama-sama bekerja pada pekerjaan yang berbeda
bisa diQiyaskan kepada Syirkah Al-abdan dengan syarat harus memenubhi
ketentuan-ketentuan yang ada pada syirkah salah satunya yaitu adanya akad
atau kesepakatan di awal perkawinan mengenai harta yang dihasilkan
selama perkawinan akan dijadikan harta bersama dan akan dibagi
dikemudian hari dengan presentase yang telah disepakati bersama
sebelumnya. diamnya mereka dalam rumah tangga tidak bisa dinyatakan
sebagai akad atau persetujuan mereka untuk menjadikan harta yang mereka
peroleh masing-masing menjadi syirkah, karena diam dalam kondisi seperti
ini tidak menandakan apa-apa menurut Urf, bisa saja mereka menghendaki
harta tersebut menjadi harta masing-masing dan dikuasai oleh masing-
masing.

Pada keadaan suami dan isteri sama-sama bekerja pada usaha bersama, bisa
diQiyaskan kepada konsep Syirkah Al-abdan, dan akad yang disyaratkan
pada Syirkah Al-abdan sudah terselip dalam perilaku suami isteri tersebut.
Karena sangat jauh kemungkinan ketika mereka bekerja bersama-sama
dalam suatu usaha bersama mereka menghendaki penghasilan dari mereka
dipisah dan atas penguasaan masing-masing. Selain karena sangat sulit
untuk memisahnya, juga perilaku mereka bekerja bersama-sama tersebut
menurut ‘urf adalah sebuah bentuk kerja sama yang dikenal dengan Syirkah

dalam ilmu fikih.
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b. Perpindahan Kepemilikan Harta Melalui Metode Kaidah Al-adah Al-
Muhakkamah

Kaidah Al-&dah Al-Mujakkamah adalah salah satu dari bagian ka'idah
fighiyah yang memiliki arti "adat bisa dijadikan sandaran hukum"*. Adat adalah
suatu kebiasaan yang sudah lumrah dikenal masyarakat umum, dalam hal ini adalah
permasalahan harta bersama yang telah ada di dalam undang-undang yang diadopsi
dari hukum adat indonesia, sehingga kaidah ini jika dikaitkan dengan masalah ini
maka memiliki hubungan yang kuat dalam menentukan legalitasnya di dalam
hukum Islam.

Dari kaidah diatas banyak orang-orang yang beranggapan bahwa hukum
syari'at berubah-ubah sejalan dengan perkembangan zaman disebabkan adat
masyarakat yang selalu berubah, pernyataan ini tentu perlu dikoreksi, karena tidak
ada yang berubah dalam hukum syari‘at, hukum syari‘at bisa berubah jika ada naskh,
sedangkan pintu naskh sudah lama tertutup sejak Rasulullah SAW meninggal.

Untuk memperjelas yang demikian perlu kita ketahui bahwa urf atau adat
kebiasaan masyarakat jika dihubungkan dengan hukum syari‘at dibagi menjadi 3:

1) 'urf atau kebiasaan tersebut memang termasuk hukum syari‘at artinya adat
kebiasaan tersebut memang ada pada saat syari‘at diturunkan.

2) 'urf atau kebiasaan tersebut bukanlah termasuk hukum syari‘at, akan tetapi
syari'at bergantung pada adat tersebut untuk menentukan hukumnya, seperti

tolak ukur lafazh akad, maka hal tersebut dikembalikan menurut adat

1 Al-Segaf, Al-Qawid 'id Al-Fighiyyah, hal 332.
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daerahnya maisng-masing. Bagian kedua inilah yang menjadi objek bagi

kaidah Al-adah Al-Mujakkamah ini

Urf atau kebiasaan yang tidak termasuk bagian pertama maupun kedua,

bagian ini terbagi menjadi dua:

a) Urf yang termasuk dalam perkara yang mubah yang tidak bersebrangan
dengan nash syar'i, maka dalam hal ini masyarakat bebas terhadap
kebiasaanya masing-masing.

b) Urf yang bersebrangan dengan nash nash syari‘at, dalam bagian ini
terbagi lagi menjadi 2:

1- urf tersebut ada ketika nash syar'i diturunkan.

2- Urf tersebut ada sesudah nash diturunkan, maka urf tersebut tidak
dianggap karena bertentangan dengan nash syari‘at, kecuali jikalau
nash tersebut memiliki ‘/llat atau alasan hukum berupa ‘urf, maka
“urf tersebut bisa dipertimbangkan dalam penetapan sebuah hukum,
seperti larangan menerima zakat bagi keturunan bani hasyim dengan
alasan mereka sudah menerima bagian dari seperlimanya dari
seperlima harta rampasan peperangan, jika dilihat dari urf sekarang
mereka sudah tidak mendapatkan bagian jatah itu lagi, oleh karena
itu para fugoha berbeda pendapat dalam menentukan boleh atau

tidaknya keturunan bani hasyim dalam menerima zakat.

Akan tetapi perlu diperhatikan pula bahwa ‘/llat atau alasan
hukum pada hal ini haruslah ditetapkan melalui ijma' atau nash

syari'i, jika tidak maka bisa saja seseorang membatalkan sebuah
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hukum karena dia menyangka ‘/lat pada hukum yang telah
ditetapkan sudah tidak bisa diterapkan lagi pada masa sekarang
padahal pada kenyataannya ‘Illat tersebut bukanlah ‘/llat yang

dikehendaki oleh syar'i dalam menetapkan hukumnya®.

Syarat 'urf atau adat yang bisa dijadikan sandaran hukum adalah:
1) Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma’.
2) Sudah menjadi adat kebiasaan umum yang diamalkan orang-orang.
3) Tidak ada pernyataan jelas dari syariat untuk mengamalkan

berlainan dari 'urf tersebut?.

Dari paparan diatas bisa kita analisa bahwa permasalahan harta bersama
adalah perkara adat yang bukan termasuk adat yang menjadi hukum syari‘at, tidak
pula termasuk urf yang mengikut dengan hukum syari‘at yang sudah ada, akan
tetapi urf yang baru yang ada sesudah turunnya nash syar'i yang kemudian
berhadapan dengan nash syar'i QS. An-Nisa ayat 32 dan surah Al-bagarah Ayat 188

yang berbunyi :

&

- . L & v v =
Ll ST 8 s sl ek 6 Sk o A 15 G 13 Y

&
RV, Z g , % 3 1. . 2 15 s -
e so K OB AN &) dliad el | ooy eI B 25
- - - -

Red =z
- Z o

Artinya: Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah
dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada
bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari
apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya.
Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.

L Al-B0ti, Dawabit al-Maslahah fi asy-Syari ‘ah al-1slamiyyah, hal 280-290.
2 Az-Zuhaili, Al-Nazhoriyat Al-Fighiyyah, hal 176-178.
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Artinya: Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang
batil dan (Janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan
maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa,
padahal kamu mengetahui.

Dengan demikian peneliti menganggap permasalahan ini tidak bisa
dikonsepkan kepada kaidah Al-adah Al-Muiakkamah kecuali pada keadaan suami
dan isteri yang sama-sama bekerja pada usaha bersama diQiyaskan kepada syirkah
seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu kaidah Al-adah Al-
Mukakkamah ini penerapannya adalah kepada adat yang mengikut dengan hukum
syari’at yang sudah ada seperti perkara akad, sedangkan perkara harta bersama
adalah perkara adat yang berdiri sendiri dan tidak mengikut kepada hukum syari’at
yang sudah ada, penerapannya bisa saja dikategorikan kepada penambahan hukum
yang baru dalam syari’at.

jikapun seandainya perkara ini kita anggap bisa diaplikasikan kepada kaidah
ini maka perlu dicermati pula bahwa jika adat tersebut telah berubah atau tidak
merata lagi diamalkan oleh masyarakatnya maka konsekuensi hukumnya adalah
adat tersebut tidak bisa lagi dijadikan sandaran hukum, atau jika adat tersebut hanya

berlaku di sebagian daerah saja maka masyarakat di daerah lain tidak bisa

diberlakukan hukum yang sama dengan masyarakat yang menganut tradisi tersebut.
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c. Perpindahan kepemilikan dengan konsep Al-Maslahah Al-Mursalah

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam BAB Il, bahwa Maslahah
Mursalah bisa dianggap benar menurut syariat jika di dalamnya terkandung salah
satu dari pada Al-Magasid Al-Khams yaitu Hifzhu Ad-Din, Hifzhu An-Nafs, Hifzhu
Al-Maél, Hifzhu Al-'Agl dan Hifzhu An-Nasl. Dalam hal ini harta bersama
diasumsikan sebagai jaminan untuk isteri di masa depan agar hidupnya dan anaknya
tidak luntang lantung atau terlantar karena tidak mempunyai biaya yang cukup
untuk keperluan hidup. Sehingga diberikanlah separo dari harta bersama tersebut
untuk menjamin kehidupannya dan anaknya di masa mendatang. Jika dilihat dengan
seksama hal ini sesuai dengan Magasid Al-Syariah yaitu Maslahat Hifzhu An-Nafs.

Namun ada yang perlu dicermati yaiu maslahat yang terdapat pada harta
bersama tersebut hanya mencapai derajat Hajiyah saja dan tidak mencapai derajat
Dhardriyyah yang mana jika tidak dilakukan, maka bisa diyakini hal itu bisa
merenggut nyawanya. Sedangkan Maslahat yang terdapat pada konsep kepemilikan
adalah Maslahat Hifzhu Al-Mé&l yang mencapai derajat Dhardriyyah yang
mencegah jatuhnya harta seseorang kepada orang lain tidak dengan cara yang
dihalalkan oleh Syari‘at.

Sehingga terjadilah pergesekan antara 2 maslahah, maslahah hifzhu an-nafs
di tingkatan hajiyah dan maslahah Hifzhu Al-Mal di tingkatan dharGriyyah, dalam
hal ini tentunya maslahah yang lebih tinggi derajatnya lah yang didahulukan yaitu
maslahah Hifzhu Al-Mal pada tingkatan dharGriyyah, sehinga kepemilikan harta

seorang suami atau isteri tetap pada pemiliknya masing-masing.
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Dalam pendapat yang lain harta bersama diberlakukan sebagai perlindungan
terhadap harta isteri berdasarkan konsep Al-Maslahah Al-Mursalah yang sejalan
dengan Magasid Al-Syariah yaitu Hifzhu Al-Mal, karena isteri dianggap sebagai
pekerja di rumah suaminya dan berhak mendapat upah dari suaminya, dan upah
tersebut telah tercampur dengan harta pribadi suaminya, karena upah tersebut
dianggap tidak pernah diberikan selama dalam masa pernikahan. Untuk melindungi
hak isteri tersebut maka harta bersama diberikan kepada isteri ketika terjadi
perceraian atau kematian sebagai bentuk mewujudkan maslahah Hifzhu Al-Mal
terhadap isteri* . Dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu dicermati:

1) Menurut pendapat jJumhur Ulama, meskipun Isteri tidak berkewajiban untuk
mengurus keperluan rumah tangga, namun bukan berarti isteri berhak
menuntut upah jika dia berkhidmah mengurus rumah tangga. Khidmah
Isteri kepada suami tidak diwajibkan secara Qodho' yaitu suami tidak bisa
menuntut isteri dihadapan hakim untuk meminta isterinya mengurus
keperluan rumah tangga, namun khidmah tersebut wajib secara Diyanatan
yaitu secara moral agama. Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab Al-Fighu Al-
Islami Wa Adillatuhu menyebutkan :
gohlly caally Al lea ) dead Lle Cany Dt 3l a5 Ll
Y Gae ilS o) Tiga plada Ll () e 5 ecilanall e la e 5 Jusll 5
col sas Lo Lga 3 DU ¢ Ui sa Lgdga (e ddle 3 ghnall ()Y ¢lgundi pads
oo o soaY) 2T ekl o oy Lgudi 2333 Gal jsay Y (S
Slall 4de 4y i s il Jy i diln lgle 4sa gl el

! Fahimah, “Harta Gono Gini Dalam Perspektif Ushul Fikih.”
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Artinya: Adapun kewajiban seorang isteri : maka tidak wajib atasnya
melayani suaminya dalam hal menggiling gandum, memasak, menyuci, dan
lainnya. Dan wajib atas suami menyediakan makanan yang sudah jadi
kepada isterinya jika isterinya adalah termasuk golongan yang tidak biasa
menyiapkan keperluan dirinya sendiri, karena yang diakadkan dari pihak
perempuan adalah melayani suami di atas ranjang, sehingga tidak wajib
baginya yang selain dari pada itu. Akan tetapi tidak boleh bagi seorang
perempuan yang biasa mengurus dirinya sendiri dan mampu untuk melayani
suaminya (dalam hal mengurus keperluan rumah tangga) mengambil upah
dari pekerjaannya tersebut, karena hal tersebut memang wajib atasnya
menurut moral agama meskipun dia tergolong perempuan yang elit, karena
Rasulullah SAW membagi pekerjaan antara Ali dan Fatimah, beliau
menugaskan Ali bekerja di luar rumah (mencari nafkah) dan menugaskan
Fatimah mengurus keperluan rumah tangga meskipun beliau adalah
penghulunya para wanita di alam semesta ini.

2) Magasid Al-Syariah yaitu Hifzhu Al-Mal yang mana tadi dijadikan dasar
oleh sebagian pendapat peneliti di Indonesia dalam konsep harta bersama,
sebenarnya ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap
kepemilikan harta seseorang agar tidak jatuh kepada seseorang yang tidak
tepat karena tidak melalui sebab-sebab yang dihalalkan oleh syariat.
Maslahat Hifzhu Al-Mal sejalan dengan konsep kepemilikan dalam Islam
yaitu menjaga harta tersebut tetap berada pada pemilik sahnya dan
mencegah harta tersebut berpindah kepada orang lain dengan cara yang
tidak diridhoi syari‘at.

Berpindahnya kepemilikan harta bersama ketika terjadi perpisahan

karena perceraian atau kematian yang pada asalnya harta tersebut hanya

L az-zuhaili, Al-fighu Al-Islami Wa Adillatuhu, juz 9, hal 6850.
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dihasilkan oleh salah satu suami atau isteri tidak dapat diyakini sebabnya
telah diridhoi oleh syari‘at, meskipun jika perpindahan tersebut tidak jatuh
kepada hal yang diharamkan, maka perpindahan tersebut bisa saja
dihukumkan masuk dalam kategori yang syubhat, karena perpindahan
kepemilikan harta dalam kasus harta bersama masih belum bisa dipastikan
kehalalannya. Maka seharusnya Mashlahat Hifzhu Al-Mal tersebut adalah
sebagai dasar konsep kepemilikan bukan sebagai dasar yang menyeberangi
konsep kepemilikan. Imam Syatibi mengatakan di dalam kitab Al-
Muwafaqgat :
(o Y Ol A€y DY) 8 adsda sle) e ) aal ) Jldl Lads
1beall g aall 5 e il Jeal) 8N g ¢yl sall ads AleSa s
Artinya: Maslahat Hifzhu Al-Mal (menjaga harta) kembali kepada
penjagaan atau pemeliharaan masuknya harta tersebut kepada kepemilikan
seseorang, dan seperti mengembangkannya agar tidak habis, dan
pelengkapnya adalah mencegah segala sesuatu yang dapat mengganggu
kepemilikan tersebut dengan cara memberikan teguran keras, sanksi had,
dan juga dhoman atau ganti rugi.
Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa Maslahat Hifzhu Al-
Mal bertujuan agar kepemilikan seseorang terhadap harta dapat terjaga
keabsahannya serta mencegah orang lain untuk mengambil hak tersebut
dengan cara yang tidak benar.
3) Urf pada masyarakat kita memandang bahwa perempuan yang sudah

menjadi isteri seharusnya mengurus keperluan dalam rumah tangga

suaminya, tanpa adanya upah. Keharusan isteri mendapat upah dari

! Asy-Syatiby, Al-Muwafagat, juz 4, hal 348.
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pekerjaannya mengurus rumah tangga hanya pengada-adaan agar harta
bersama dianggap patut oleh syari‘at.

4) Menurut adat kebiasaan Dari masa Rasulullah hingga masa sekarang, tugas
isteri dalam rumah tangga adalah mengurus keperluan dalam rumah tangga
dan suami yang bekerja diluar rumah mencari nafkah sesuai dengan
kewajbannya yaitu memberi nafkah kepada keluarganya. Hal ini bisa
dibuktikan dengan beberapa riwayat :

a) Kisah rumah tangga sayyidina Ali dan Fatimah

) e pSall a1 JB il e nn Uas cddue Wiaa
A la el 23l lagile dadald () ¢ e Wias o L
sela adl Lgalis e a i) e Loy 3 80 Lo agl] oS5 ol g ade
Aitle a5 pal ela Ladd il @lld ¢ S3 cadalial a6 ¢34
eSS ey lE ca gii L 38 Limalizae LA 08 5 Liglad : J18
(U ¢ ilay e aned 3 Cay s dging Sy e olad
Lol ol - LeSaaliae Ladal 13) Slalle las pud e LIS Yy,
| 3S 5 ¢S g UDAE Jaaal 9 ¢piDNE ¢ UDIE Laad - LSS 8 )

@A o LT pd sgd oD 5 Lay )l

Artinya: Telah Meriwayatkan kepada kami Musaddad, telah
Meriwayatkan kepada kami Yahya dari Syu’bah, dia berkata: telah
meriwayatkan kepadaku oleh Hakam dari Ibn Abi Laila, telah
Meriwayatkan kepada kami oleh Sayyidina Ali bahwasanya Fatimah
datang kepada Nabi SAW untuk mengadukan perihal tangannya
yang sakit karena penggiling gandum, dan Fatimah mendapati kabar
bahwa Nabi telah memperoleh seorang budak, namun beliau tidak
sempat berpapasan dengan Nabi SAW, lalu beliau menceritakan
perihal tersebut kepada Aisyah, manakala Nabi datang Aisyah
menceritakan apa yang diadukan oleh putrinya tersebut. Berkata

1 al-bukhori, sohih al-bukhori, juz 7, hal 65.



112

Sayyidina Ali : maka Nabi SAW mendatangi kami di saat kami
sudah berada di tempat tidur kami, maka kami bangun, seketika itu
Nabi SAW langsung menyuruh kami untuk tetap berada di tempat
kami, kemudian beliau duduk diantara aku dan Aisyah sampai ujung
baju beliau menyentuh perutku, kemudian beliau bersabda : maukah
kalian aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik dari pada yang kalian
minta? Apabila kalian hendak tidur maka bertasbihlah 33 kali dan
bertahmidlah 33 kali dan bertakbirlah 33 kali, maka itu lebih baik
bagi kalian dari pada seorang pembantu.

b) Kisah Zubair dan Isterinya Asma’

G5 el Aada 5l AT EEK A el B AT i
be o Sl 20 adall Ga 58 A ALl S ([h A
sl adle 285 A0 Eial S (il Al
Artinya: telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin
Ubaid Al-Ghubari, telah meriwayatkan kepada kami Hammad bin
Zaid dari Ayyub dari Ibn Abi Mulaikah bahwasanya Asma berkata:
sungguh aku melayani Zubair pekerjaan rumah tangganya, dan dia
mempunyai seekor kuda dan akulah yang mengurusnya, tidak ada
pekerjaan yang lebih berat bagiku dari pada mengurus kuda. Akulah

yang memeliharanya dan memenuhi keperluannya.t
Riwayat ini menjelaskan bahwa isteri Zubair sangat
berkhidmah kepada suaminya, tidak hanya urusan keperluan rumah
tangga, bahkan juga mengurusi seekor kuda yang menjadi
tunggangannya Zubair. Dan beliau mengakui hal itu bukanlah hal
yang mudah. Oleh karena itu khidmah seorang isteri kepada suami

juga merupakan tradisi di kalangan orang arab dan tidak hanya

terkhusus bagi masyarakat Indonesia saja.

1 al-hajjaj, sohih muslim, juz 4, hal 1717.
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¢) Kisah Sayyidatuna Aisyah yang mencucikan baju Rasulullah SAW:

o -
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Artinya: telah mengabarkan kepada kami oleh Yahya bin
Hassan dari Hammad bin Salamah dari Ibrahim dari Algomah dan
Al-Aswad dari Aisyah ra. dia berkata: aku pernah manyikat bekas
mani dari baju Rasulullah SAW, kemudian beliau sholat
menggunakan baju tersebut.

o

14,8

M

Dari riwayat di atas bisa kita lihat bahwa sayyidatuna Aisyah
juga berkhidmah kepada Nabi SAW salah satunya yang tergambar
dalam hadist ini bahwa beliau mencucikan baju Rasulullah SAW.
Sehingga dari beberapa hadist yang telah dipaparkan di atas, bisa kita
simpulkan bahwa seorang isteri pada tradisinya memang bekerja
mengurusi rumah tangga dan berkhidmah melayani suaminya dan
bukan hanya pada urusan ranjang saja. Klaim orang-orang yang
mengatakan bahwa tradisi orang arab yang menyatakan bahwa tugas
isteri pada masyarakat mereka hanyalah melayani urusan ranjang

semata mungkin bisa terbantahkan dengan beberapa riwayat di atas.

L assyafi’ie, musnad asyafi’ie, juz 1, hal 159.



114

2. Analisis Terhadap dalil Kompilasi Hukum Islam mengenai Harta

Bersama

Departemen Agama Republik Indonesia pernah menerbitkan sebuah buku
yang berjudul “Alasan Syar'i Tentang Penerapan Kompilasi Hukum Islam” guna
menguatkan legalitas Kompilasi Hukum Islam sebagai fikih yang menjadi pedoman
warga Indonesia khususnya di lingkungan Pengadilan Agama. Penulis akan
mencoba menganalisis mana diantara alasan syari'i tersebut yang kurang cocok
diterapkan ke dalam pasal dalam KHI yang menggunakan alasan tersebut:

a. Dalam pasal 96 no 1 yaitu “apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta
bersama menjadi hak pasangan hidup yang lebih lama” dengan memakai
dalil nash fikih berikut!:

Cileas g Laaaal i 4y 8 Y 5 ST e aley ol s am 531 Jle alial
Ain g o (A el 455 Y g laaoal ay ol Cige 5l 4858 Legin
Lbal gl Lo | 58 LS e je Y 3 dpalia ae V) biall 1 Saill J8
clhaay in Y] Gy Yy Lgone (Sal (8 Miag dlagales
a5 gl mleall Jadly Lagti ) ol o s 3

Artinya: apabila telah tercampur antara harta isteri dan harta suami

di dalam sebuah perkawinan, dan tidak diketahui harta siapa yang lebih
banyak, serta tidak bisa dibedakan mana harta isteri dan mana harta suami,
hingga terjadi perpisahan atau kematian salah satu dari keduanya. Maka
tidak diperkenankan bagi salah satu dari keduanya atau ahli warisnya untuk
membelanjakan harta itu sedikitpun sebelum bisa dibedakan antara harta

keduanya, atau adanya kesepakatan damai. Karena tidak ada dalil atau
alasan yang bisa memenangkan antara keduanya.

! Departemen Agama RI, Alasan Syar’i Tentang Penerapan Kompilasi Hukum Islam, hal 75.



115

Dalam teks figih di atas menerangkan bahwa pada dasarnya tidak ada
percampuran antara harta suami dan isteri, jikapun seandainya terjadi
percampuran yang mengakibatkan tidak bisa dibedakannya harta suami dan
harta isteri. Maka harta tersebut tidak boleh disentuh sama sekali kecuali
jika sudah bisa dibedakan atau ada kesepakatan damai antara keduanya.

Dengan demikian, selama suami isteri saling bersengketa tentang
hartanya. Maka selama itu pula hartanya di tangguhkan dan tidak boleh
dipakai oleh salah satu dari keduanya. Karena pada dasarnya tidak ada
percampuran antara kedua harta tersebut. Harta mereka masing-masing
tetap dianggap sebagai milik mereka masing-masing meskipun sudah
tercampur rata. Sebaliknya yang dikatakan dalam KHI, bahwa harta suami
isteri, tercampur ataupun tidak tercampur, selama dihasilkan selama masa
perkawinan, maka harta tersebut secara otomatis menjadi harta bersama
suami isteri.

b. Kaidah yang lain yang dipakai oleh KHI adalah®:
ALY 3 giall g COLrall b JuaY!

Pada asalnya perkara muamalah dan akad adalah boleh, jika tidak
ada dalil yang mengharamkan atau bertabrakan dengan dalil yang lain. Jika
memang benar perkara harta bersama dalam perkawinan bisa dikategorikan
dalam kaidah ini, namun sekali lagi kaidah itu tidak semena-mena berlaku

begitu saja. Jika nyatanya melanggar hukum syar'i yang lain, maka hal itu

! Departemen Agama RI, hal 69.
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tidak bisa dibenarkan. Dalam hal ini harta bersama melanggar ketentuan
yang ada pada ayat 32 surah An-Nisa.

c. Kaidah selanjutnya yaitu':
S L e 8L eldy JaY!

Pada asalnya sesuatu itu tidak berubah sebagaimana mestinya.

Kaidah ini menjadi dasar pada pasal 86 bahwa tidak ada
percampuran harta suami dan isteri karena perkawinan. Artinya harta yang
diperoleh oleh suami maupun isteri sebelum adanya perkawinan tidak akan
bercampur karena sebab perkawinan. Namun begitu pula seharusnya
sesudah perkawinan, harta yang diperoleh sesudah perkawinan tidak bisa
menjadi milik bersama dengan sendirinya, akan tetapi tetap menjadi milik
masing-masing pasangan yang memperolehnya sesuai dengan kaidah
tersebut. Namun nyatanya kaidah ini hanya berlaku sebagian dan
ditinggalkan sebagian yang lainnya. Harta yang diperoleh selama sesudah
terjadinya akad pernikahan otomatis menjadi milik bersama sebagaimana
yang dijelaskan olen UU perkawinan no 1 tahun 1974 pasal 35 dan
didukung oleh KHI pasal 85. Kaidah ini hanya berlaku bagi status harta
sebelum perkawinan dan diabaikan ketika sudah berlangsungnya
perkawinan.

Dalam buku alasan syar'i tersebut tidak disebutkan dalil yang jelas
menjurus langsung mengenai legalitas keberadaan harta bersama tersebut

menurut syari‘at. Akan tetapi dalil-dalil disana hanya menjelaskan

! Departemen Agama RI, hal 69.
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ketentuan-ketentuannya saja, seharusnya keberadaannya dulu yang harus

dilegalkan, barulah berbicara tentang ketentuan-ketentuan selanjutnya.

B. Analisis Alternatif lain yang menggantikan Harta Bersama

Jika dilihat dari perihal penerapan Harta Bersama dalam sebuah perkawinan
dapat kita ambil kesimpulan bahwa hal tersebut diberlakukan guna memberikan hak
lebih bagi isteri dari hanya sekedar nafkah dan warisan. Peneliti mencoba
menganalisis Alternatif lain selain Harta Bersama yang bisa menggantikan
penambahan hak tersebut yang lebih relevan menurut Hukum Islam melalui kajian
terhadap Al-Qur’an dan Hadist serta pendapat-pendapat Ulama Ahlus Sunnah wal

Jamaah.

1. Mut’ah Pasca Perceraian

Mut'ah adalah suatu pemberian yang diberikan pasca perceraian oleh
mantan suami kepada mantan isterinya sebagai tanda bahwa perceraian mereka
dilakukan secara baik-baik tanpa menyisakan permusuhan diantara keduanya.
Mut'ah bisa berupa barang ataupun uang.

Perkara mut’ah diatur pada Pasal 149 huruf (a), Pasal 158, Pasal 159 dan
Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 149 huruf (a) menyebutkan bahwa jika
terjadi perceraian antara suami dan isteri, maka suami wajib memberikan kepada
isteri tersebut berupa pemberian berupa uang atau barang yang disebut dengan
mut’ah dengan besaran yang sekiranya dipandang pantas menurut kebiasaan pada

umumnya, kecuali jika isteri tersebut dicerai sebelum adanya hubungan badan
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suami isteri atau hubungan seksual. Syarat pemberian mut’ah disebutkan dalam
Pasal 158 KHI :
1) Sang suami belum menentukan besaran mahar yang diberikan kepada
isterinya yang sudah didukhul atau melakukan hubungan seksual;
2) Talak tersebut bukan tuntutan dari isteri, melainkan atas dasar keinginan
suami sendiri.

Selain mut’ah wajib, KHI juga menyebutkan adanya mut’ah yang
hukumnya sunah diberikan kepada isteri yaitu diluar persyaratan yang dijelaskan
dalam pasal 158 KHI di atas, hal ini tertuang dalam pasal 159 Kompilasi Hukum
Islam. Dari pasal-pasal diatas dapat diambil kesimpulan bahwa mut’ah ada yang
wajib diberikan dan ada yang sunat diberikan. Wajib diberikan jika status isteri pada
saat dicerai tersebut sudah didukhul atau telah melakukan hubungan seksual dengan
suaminya dan maharnya belum ditentukan, serta perceraian tersebut bukan tuntutan
dari isteri, melainkan atas dasar keinginan suami sendiri.

Kemudian mut’ah sunat diberikan kepada isteri jika persyaratan yang
tertuang dalam pasal 158 KHI tidak terpenuhi, yaitu jika isteri yang sudah didukhul
telah ditentukan jumlah maharnya atau perceraian tersebut adalah talak khulu’ yaitu
talak yang diminta oleh isteri dari suaminya sehingga perceraian tersebut tidak
berdasarkan kehendak suami. Maka pada keadaan tersebut suami disunatkan
memberikan mut’ah kepada isterinya sebagai bentuk kasih sayang dan penghibur
hati bagi isterinya yang dicerai. Hal ini dianjurkan oleh syari’at Islam, karena Islam

memperhatikan peranan dan pengorbanan isteri dalam rumah tangga yang
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mengabdi kepada suaminya dan sebagai bentuk silaturahmi menjaga hubungan baik

meskipun mereka berdua telah bercerai.

Mengenai besaran mut’ah yang diberikan oleh mantan suami kepada
mantan isteri adalah berpatokan atau bertolak ukur berdasarkan keadaan dan
kondisi ekonomi suami di waktu itu dengan mempertimbangkan kepatutan dan
kemampuan suami serta pengabdian isteri selama masa perkawinan tersebut
berlangsung . Hal itu sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 160 KHI.

Selain KHI, mut’ah juga diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung
RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku Il Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013
(2014:148) menyebutkan bahwa dalam perkara cerai talak :

a. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah secara ex officio dapat menetapkan
kewajiban nafkah iddah atas suami untuk isterinya, sepanjang isterinya tidak
terbukti berbuat nusyuz, dan menetapkan kewajiban mut’ah (Pasal 41 huruf (c)
UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI.

b. Pengadilan Agama hendaknya sebisa mungkin mencari tahu mengenai
pekerjaan suami, pendidikannya, serta pendapatan kira-kirnya dalam sebulan
ketika melakukan pemeriksaan mengenai cerai talak. Hal itu agar dijadikan
tolak ukur dalam menentukan besaran nafkah iddah dan anak serta mut’ah yang
diberikan kepada mantan isteri.

c. Dalam melaksanakan keputusannya, Pengadlian Agama hendaknya
memperhatikan asas manfaat dan mudah. Sehingga sebaiknya mut’ah yang

diberikan kepada mantan isteri adalah berupa benda, hal itu guna memudahkan
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dan tidak menyulitkan dalam pelaksanaannya. Mut’ah wajib diberikan oleh
bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi isteri ba’da dukhul dan
perceraian atas kehendak suami.
Besarnya mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami
(Pasal 158 dan 160 KHI). Berdasar ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa
kewajiban suami memberikan mut’ah adalah akibat dari perceraian yang
diajukan oleh suami atau cerai talak, sedangkan apabila perceraian diajukan
oleh isteri atau cerai gugat kewajiban pemberian mut’ah tersebut tidak diatur?.
Pemberian mut’ah dalam hukum Islam juga telah diatur dalam surah Al-

Bagarah ayat 236:

de
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Artinya: Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu
menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu
tentukan maharnya. Berilah mereka mut‘ah, bagi yang kaya sesuai dengan
kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, sebagai
pemberian dengan cara yang patut dan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat
ihsan.

Ada beberapa pendapat mengenai Mut'ah yang disebutkan dalam ayat ini :
1) Semua isteri yang dicerai wajib mendapatkan Mut'ah tanpa terkecuali, baik

isteri tersebut sudah digauli suaminya ataupun belum. Karena Allah SWT

berfirman dalam surah Al-Bagarah ayat 241:

! Heniyatun dan Anisah, “Pemberian Mut’ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat,” hal
47-49.
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Artinya : Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak mut‘ah dengan
cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang
bertakwa.

Dan firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 28 yang berbunyi :
Szl e g el e, 63 43S B AT Bl

s i Kol
Artinya: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, “Jika kamu
menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, kemarilah untuk
kuberikan kepadamu mut‘ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.
Pada ayat di atas menerangkan bahwa Nabi SAW diperintahkan
untuk memberi Mut'ah kepada isteri-isterinya jika mereka memilih untuk
dicerai. Dan semua isteri-isteri nabi tersebut sudah ditentukan maharnya dan
sudah digauli. Ini menunjukkan bahwa tidak ada bedanya antara isteri yang
sudah ditentukan maharnya atau belum dan juga tidak ada bedanya apakah
sudah digauli ataupun belum. Ini adalah pendapat Said bin Jubair, Hasan Al-
Bashri dan salah satu dari dua pendapat Imam Asy-Syafi'i.
Mut'ah hanya wajib diberikan kepada isteri yang ditalak dan belum digauli,
meskipun maharnya sudah ditentukan, karena Allah SWT berfirman dalam

surah Al-Ahzab ayat 49 :
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Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi
perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka
sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa idah atas mereka yang
perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan
lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.

Berkata Syu'bah dan yang lainnya dari Qotadah dari Said bin
Musayyib : ayat yang ada di surah Al-Ahzab ini telah menasakh ayat yang
ada di surah Al-Bagarah.

Mut'ah hanya wajib diberikan kepada isteri yang dicerai dan belum digauli
serta belum ditentukan maharnya. Jika dia sudah digauli maka yang wajib
adalah mahar mitsil jika perempuan tersebut Mufawwadhah (tidak meminta
mahar tertentu) . Jika maharnya sudah ditentukan dan perempuan tersebut
dicerai sebelum adanya hubungan suami isteri, maka yang wajib adalah
setengah dari mahar yang telah ditentukan tersebut, dan jika sudah
dilakukan hubungan suami isteri, maka yang wajib adalah seluruh mahar
yang telah ditentukan tersebut. Dan itu adalah sebagai gantian dari
Mut'ahnya. Sedangkan yang dimaksudkan dalam ayat di atas adalah
perempuan yang dicerai namun belum ditentukan maharnya serta belum

adanya hubungan badan dengan suaminya. Ini adalah pendapat ibnu Umar

dan Mujahid.
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4) Sebagian ulama berpendapat bahwa memberikan Mut'ah kepada isteri yang
dicerai hanyalah Sunnah.?

Besar kecilnya mut'ah tidak ditentukan secara pasti nominalnya menurut
syariat. Akan tetapi menjadi ranah ijtihad hakim dalam menentukannya. Terkadang
besaran Mut'ah yang menurut salah satu daerah pantas, namun di daerah lain
dipandang tidak pantas, begitu pula besaran mut'ah yang dipandang pantas pada
zaman dahulu belum tentu pada zaman sekarang dianggap pantas. Syariat hanya
menggambarkan secara umum bahwa besaran mut'ah berdasarkan keadaan
ekonomi suami. Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa hendaknya mut'ah tidak
kurang dari 30 dirham, dan wajibnya tidak melebihi mahar mitsil, serta dianjurkan
tidak lebih dari setengah mahar mitsil. Dengan demikian, tolak ukur seorang hakim
ketika berijtihad dalam menentukan besaran mut’ah yang diberikan oleh suami
kepada mantan isterinya adalah dengan melihat kondisi ekonomi suami itu sendiri,
apakah dia termasuk kalangan menengah ke bawah atau menengah ke atas. Hal ini
sebagaimana Firman Allah dalam QS. Al-Bagarah ayat 236 yang artinya: “Dan
Hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang
mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya
(pula).?

Beradasarkan paparan di atas, isteri yang dicerai oleh suaminya baik itu
talak satu, dua, ataupun tiga berhak mendapatkan mut'ah yang sepantasnya

berdasarkan kondisi ekonomi suaminya, mut'ah ini menurut pendapat sebagian

Libnu katsir ismail, tafsir ibnu katsir, juz 1, hal 641.
2 Heniyatun dan Anisah, “Pemberian Mut’ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat,” hal
49,
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ulama di atas hukumnya wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan
isterinya baik isteri tersebut ditalak sebelum digauli maupun sesudah digauli.
Adapun dalam kasus gugat cerai atau khulu' maka menurut para ulama tidak masuk
dalam kategori yang disebutkan dalam ayat tentang mut‘ah tersebut. Namun boleh-
boleh saja jika suami berbaik hati memberikan santunan kepada isterinya karena

tidak ada batasan dalam hal pemberian di dalam syari‘at Islam?.

2. Wasiat Wajibah Pasca Kematian Suami

Wasiat dalam istilah para fugaha adalah suatu pemberian yang diberlakukan
sesudah kematian sang pemberi, sama saja apakah pemberian tersebut berupa
barang atau manfaat?. Definisi dari wasiat juga dimuat dalam Kompilasi Hukum
Islam pasal 171 huruf f, yaitu; Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris
kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal
dunia.

Menurut jJumhur fugaha diantaranya para imam madzhab yang empat wasiat
hukumnya sunnah. Dan sebagian ulama yang lain seperti Ibnu Hazm Az-Zhobhiri,
Ath-Thobari, dan Abu bakar bin Abdul Aziz dari ulama Hanabilah berpendapat
bahwa wasiat itu wajib untuk kerabat-kerabat yang tidak mendapatkan warisan
karena terhalang oleh ahli waris yang lain ataupun tercegah karena perbedaan

agama. Jika pewaris tidak sempat memberikan wasiat semasa hidupnya, maka

Laz-zuhaili, Al-fighu Al-1slami Wa Adillatuhu, juz 7, hal 317.
2 az-zuhaili, juz 10, hal 7440.
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wajib bagi ahli waris mengeluarkan sebagian dari harta warisan si mayyit untuk
kerabat-kerabatnya yang tidak mendapatkan warisan®

wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam diberikan kepada anak
angkat atau orang tua angkat jika orangtua angkat atau anak angkat tersebut tidak
mendapatkan wasiat, besaran wasiat yang diterima adalah maksimal satu pertiga
dari harta yang meninggal Sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam
pasal 209 .

Bahkan Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 368 K/AG/1995
memberikan wasiat wajibah bagi ahli waris dalam hal ini berkedudukan sebagai
anak dari pewaris yang berbeda. Oleh karena itu pemberian wasiat wajibah kepada
isteri yang ditinggal wafat suaminya lebih utama dari pada sekedar anak angkat atau
ahli waris beda agama.

Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur’an surah Al-Bagarah ayat 240:

d
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Artinya: Orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan
istri-istri hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) nafkah sampai
setahun tanpa mengeluarkannya (dari rumah). Akan tetapi, jika mereka keluar
(sendiri), tidak ada dosa bagimu mengenai hal-hal yang patut yang mereka lakukan
terhadap diri mereka sendiri. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.

Ayat ini menerangkan bahwa isteri yang ditinggal oleh suaminya berhak

mendapat wasiat yang diberikan dari harta suaminya sebesar nafkah selama 1 tahun

L az-zuhaili, juz 10, hal 7564.



126

penuh, tentunya hal itu tergantung dengan keadaan ekonomi sang suami dalam
perkiraan nafkah 1 tahun tersebut.
Kemudian dalam ayat ini ada 3 pendapat :

a. Pendapat para jumhur mufassirin, bahwa ayat ini telah dinasakh. Di dalam
ayat ini menceritakan bahwa para isteri yang ditinggalkan suaminya wajib
mendapat wasiat karena pada mulanya pada zaman jahiliyah isteri yang
ditinggal suaminya tidak mendapat warisan, maka sebagai gantinya
diberikanlah wasiat kepadanya, wasiat disini mempunyai dua pengertian :
yang pertama, harta benda dan nafkah selama 1 tahun, yang kedua adalah
tempat tinggal selama 1 tahun. Kemudian seiring berjalannya waktu
turunlah ayat yang menjelaskan bahwa isteri berhak mendapat bagian
warisan dari harta suaminya yang meninggal. Dan di dalam hadist

menyebutkan:

l&i&)\jﬂ‘\_\m"w }‘j

Artinya: tidak ada wasiat bagi yang mewarisi. maka dinasakhlah hukum
wasiat terhadap isteri karena hadist tersebut.

b. Pendapat Mujahid, bahwa ayat yang menjelaskan tentang iddah wanita yang

suaminya wafat ada dua, yang pertama dijelaskan dalam ayat :

L assyafi’ie, musnad asyafi’ie, juz 2, hal 189; al-bukhori, sohih al-bukhori, juz 4, hal 4; ibnu majah,
sunan ibnu majah, juz 2, hal 905.
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Artinya: Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan
istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat
bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka,
tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap
diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang
kamu kerjakan.

Yang kedua adalah ayat ini (surah Al-Bagarah ayat 240), sehingga
untuk menggabungkan makna antara ayat ini dengan ayat yang satunya
adalah bahwa jika isteri tidak mau menerima nafkah 1 tahun dari suaminya
dan tempat tinggal selama 1 tahun maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari,
namun jika dia memilih untuk menerima nafkah selama 1 tahun dan tempat
tinggal selama 1 tahun maka iddahnya menjadi 1 tahun pula. Sehingga tidak
ada nasakh pada ayat ini.

Pendapat Abi Muslim Al-Asfihani, bahwa makna ayat ini adalah
barangsiapa yang diwafatkan dan meninggalkan isteri, dan sebelum dia
meninggal dia sempat berwasiat kepada isterinya agar tidak meninggalkan
rumah sampai lewat 1 tahun dari kematiannya karena begitulah adat pada
zaman jahiliyah, sehingga Allah menjelaskan pada ayat ini, jika isteri

meninggalkan rumah sebelum lewat 1 tahun tapi sudah melewati masa

iddah yang telah Allah tetapkan yaitu 4 bulan 10 hari, maka tidak ada dosa
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atau larangan bagi isteri tersebut dan tidak kewajiban untuknya untuk
melaksanakan wasiat suaminya tersebut dan iddahnya hanya 4 bulan 10 hari

saja. Sehingga menurut pendapat ini juga tidak ada nasakh pada ayat ini.

Jika dicermati kenapa dua pendapat terakhir ini menganggap tidak ada
nasakh di dalam ayat ini adalah karena mereka memaknai wasiat yang disebutkan
di dalam ayat ini adalah tidak wajib dan hanya bersifat pilihan. Sedangkan pada
pendapat pertama memaknai wasiat yang dijelaskan pada ayat ini adalah wajib

sehingga kewajiban tersebut di nasakh dengan hadist :

Syl dduagl

Artinya: Tidak ada wasiat bagi yang mewaris

Dan isteri adalah salah satu pewaris dari suaminya sehingga dia tidak berhak
lagi mendapat wasiat.

Namun jika dicermati lebih dalam lagi, antara ayat ini dan hadist tersebut
bisa digabungkan tanpa perlu adanya nasakh, yaitu dengan cara Takhsish. Imam
Ar-Razi berkata di dalam kitabnya Maféatih Al-Ghaib :

ol 58 (e @y A1 il sl gl 8 a8 431 A5 1B 455
1ds) panadill S (anadill G
Artinya : Yang ketiga yaitu, bahwasanya telah ditetapkan di dalam Iimu

Ushul Figh , bahwa jika terjadi pertentangan antara Nasakh dengan Takhsis, maka
Takhsis lebih didahulukan.

! ar-Razi, Mafatih al-Ghaib, juz 6, hal 493.



129

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selama masih bisa untuk
mengamalkan dua dalil yang kelihatannya kontradikif maka hal tersebut lebih
utama dari pada memberlakukan Nasakh. Karena Nasakh sama saja dengan
membatalkan salah satu dari pada dua dalil yang saling bersebrangan tersebut.

Dari semua paparan di atas peneliti berpendapat bahwa perintah wasiat yang
terdapat pada surah Al-Bagarah ayat 240 tersebut dapat diaplikasikan kepada isteri
yang ditinggalkan wafat suaminya sebagai pengganti dari konsep Harta Bersama.
Jumlah besarannya pun bisa diserahkan kepada ijtihad hakim dengan melihat

kondisi ekonomi suaminya.



Tabel perbandingan

130

Harta Bersama

Mut’ah

Wasiat Wajibah

Diberikan ketika terjadi
perpisahan karena
kematian maupun karena
perceraian

Diberikan hanya ketika
terjadi perceraian

Diberikan hanya ketika
terjadi perceraian karena
kematian

Diberika kepada suami
maupun isteri

Diberikan hanya kepada
isteri

Diberikan hanya kepada
isteri

Tolak ukurnya
berdasarkan peranan
dalam rumah tangga

Tolak
berdasarkan
ekonomi suami

ukurnya
keadaan

Tolak  ukurnya adat
kebiasaan besaran nafkah
dalam 1 tahun
berdasarkan keadaan
ekonomi suami
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